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LE~BAR~N DAERAH KABUPATE~ REMBANG
NO~O~ 15 TAEUN 2001
T.\"./BAIfAN LEMBA.RAN DAERAH NmMIOR S

PER:\MURAiI* D,\3It 4H KABII? \'fEN F~EI'13t~~G
NOMOR 15 TAIiiUN 2001

. TENTANG
PERATI:FAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DUPATI REMBANG

a. bahwa talam ra~gka penyeleng-
garaan Pemerint&han Desa yang
tertib administrasi serta
memberikan  dasar dan kepastian
hukum atas  kebijakan vyang dibuat
oleh Pemerintah Desa, maka perlu

adanya Peraturan Desa;

h. bahwa berdasarkan Pasal 51
Peraturan Menteri  dalam Negeri
Nomor 64 Tahun 1999 tentang
Pedoman Umum Pengaturan Mengenai
Desa dijelaskan bahwa pengaturan
mengenai Peraturan Desa ditetap-
kan dengan Peraturan Daerah.
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bahwa untuk maksud lersebut
Ci2tas mcnct~pka~ P~r~~ur~~
~it~ah tentarg Pcraturr=- ;-s[.

Jr :2.r.g-~nc..1ng Koiror ~3 Slatu

1950 tentang Pcmbe ntuk an Da era [-
‘h-=r2.h Kab.ipat~n dala:u L~ng-
k~~g~~ Propinsi Ja~a Tengah;

Ur,d~ng-~ndsng X~Mor 22 Tar:;;

~99 tentang Po:n~!-it[1'L: T.c.~Lir,

. o:esia Tei"~n :SSS oo .-

Kepu tvsan ?residen Rc~ublik
Indc~~sia Nomo r 44  Tahun

tc:-r-:lg Pcnyu sunan Pcrati -as
Pe~~~aang-und2ngan d~n Ecntuk
Ranccngaa lind~ng-undr-:1g i~hnaar.-
gan rer-atiiran Pe mer intah de.n
Rancang~n Kepuc~sa~ P~csi~e~

Ke;[-.~~n ~dc~~ i L e
Nom~~ 63  Tah~~ IS~S tent~~J
Petu~!lik Pelatssnaan Penyesuaian
Peristilahan D&lam Menyeleng-
garakx. Peme rintahan Des a
ifelur-iiian;

Keputusan Menteri Dal~m  Negeri
Nomor 64 Tahun 1999 tentang

Pedoma~ Umum Pengaturan Mengenai
Desa.



115

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN  P.AKY/.T DAERAH KP,SUPATEN RDfaANG

fIAB |

rii:l-ds!"  j~,:g6 :l

a. ~a~raii adalah Kabup cten Rcrsburg :
b. Bupati adalah Bupati Rembang;

c. Camat adalah Camat di Kabupatcn

Remb2ng;
Des a adatah
Pimeri:ltah Desa;

e. Desa adalah Kes~tuan masyarak~t
huku~ yang memiliki kewanangan
untuk mengatur dan mengur~s
~epcntinian masyarakat setempar
~erdasarkan asal-usul dan  adat
i~tiadat setcmpat yang  diakui
dalam sis tern Pemerintahan
~a~ional dan berada di Kabupaten
Re~bailg;

£ Pemerintahan Desa adalah
kegiatan Pemerintahan yang
dilaksanakan oleh Pemerintah

Desa dan Badan Perwakilan Desa;



116

g, Pcmerintah Desa adalah Kepa'a Dcsa dan
Pcrangkat Desa;

h.  Pcraturan Desa adalah Peraturan-pcraturan
vang telah di tetapken oleh I|epala Des 2
lLsami. By dan  Pc rwak i lan Desa;
lail.an Perwakilan Desa yang selanjut nya
disebut BPD adalah Dadan Perwatilan vyang  ad~
fi + Desa y&ng berfungsi mengayomi adit
istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung
dan mcnyalurkan aspiresi masyarakat, serta
melatukan pengawasan  terhadap penyelenggaraan
Pemerintahan Desa;

BAB II
DENTUY DAN MATERI PERATU~AN DESA
Pasal 2
Bentuk  naskah Peraturan Desa diatur lebih lanjut

den~~n  Keputusan Bupati,

Pasal 3
Matei'i Jo>ng diatur dalam Peraturan Desa me liputil
ttal-,pl :-of; werlsil.un dengan
5. l~siieitieir .-Irctcntusn  yang bcersifat .cngatur
-enyelelf traraan Peme 1 int ahan, Pemb anguncn cdan
Kc~asyarakatan Desa;

ketenruen-Yc tentuan yang mcnyang kut ke oent in-
ves Ma sivar s.ser De sa,:

sesuatu yang membebani  keuarigan Desa;

segai~ sesuatu yang bersifat larangan dan
atau kewajiban, mambatasi dan atau membebani

hak-hak masyarakat;

pungutan Desa.
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Pasal 4

Materi Peraturan Desa tidak Doleh

a. bertcntangan dengan Peraturan Perundang-
undangan vyang lebih tinggi  tingkatannya;
bertcntangan d2ngarf kepentingan umum dan
norma-norma yang hidup dan  bcrkembang di
masyarakat;

c. m~n~atur urusar  yang bukan rnenjadi wewenang

Pemerintah Desa,
BAB ]
TATA .CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN DESA

Bagién  Kesatu
Penyusunan Rancangan Peraturan Dcsa

Pasal 5

(1] Rancangari Peraturan Desa disusun oleh Kepala
Desa atau BPD

(2) Rancangan Peraturan Desa vyang disusun Kepala
D~sa disampaikan kepada BPD untuk dibahas
pada masa sidang yang ditetapkan disertai

dengan penjelasannya.

{3) Dalam hal Rancangan Peraturan Desa disusun
oleh BPD, maka usul penyusunan Rancangan
Peraturan Desa  harus didukung sekurang-
kurangnya 2/3 (dua pertiga) anggota BPD.

(4) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimak-
sud ayat (3] disampaikan kepada Kepala Desa
oleh BPD selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari

kerja sebelum dilakukan persidangan membahas
Rancangan  Peraturan Desa dimaksud.
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Bagian Kedua
Tata Cara Penetapan Peraturan Desa
Pasal 6

Rapat Penetapan  Pcraturan Desa diadakan oleh
BPD yang dihadiri oleh

2, sckurang-turangnya 2/3  (dua pirtiga) dari
jumlat anggota BPD;

b, Kcpal~ Dcsa ~tau Pejabat Desa y~ng
ditunjui;

c. Tokoh masyarakat dan pengurus Lcr.~:ga
Kemasya~ekat~n Des~ sebEgai peninj~u y~ng
dumlah cer, kehao iransya tidal: frenri;::.

Dalam ha! jumlah anggota BPD  yeng hadir

~creng deri ju~ieh  s~~~Jaimana dimaksud ayac

(1) huruf a, rapat dinyatakan tidak  sah

~l,d am hz |

i~(firutr:a s~lzintat-4rn. ..batnyec¢, 7 ( TLIJUM i
yari terhivLe-rg (\»ri rap;;t “utelum~y..

——rl<iaa e ,')e'.,'t divsabac an d i te - Pan
ru~ycewet2.h s tut mufakat .

Apajila pengamb~lan Keput~san sebag~i~ana
dimaksud ayat (1) tidak tercapai, mal':a
pcngambilan Keputusan dilaksanakan dengan

pemungutan suara terbanyak.
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Penga~bilan Keputusan  sebagaimana dimaksud
~yat (2) dinyatakan  sah apabila disetujui
sckurRng-kurangnya 1/2 [ Setu per dua
drt<z~~~ah ~ R 47H dari jutll~h ~nzgrt-:; RIS
ya:ig i,cdir.

/2~~~ ~f\L1. tel raP, Desa cimaksud dikembal i-
tan kcpz~e  ~2ng mcng~jukan untuk  diperbai~i.

Seteich rapat pengambi 'an Keput usai pcrs etu-
juan Per~turan Desa seiesai, BPD membuat
Berita Acara Rapa~.

P~rsftujuan Peraturan Desa dituangkan daiarn
Keputusan BPD.

Pasal 8
Peraturan Desa ditandatangani oleh Kepala
Desa setelah mendapat persetujuan dari RPD.

Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat [
mulai  berlaku pada saat ditetapkan.

BAB IV

BERITA ACARA

Pasal 9
Dalam setiap rapat pembahasan Rancangan
Peraturan Desa dibuat Berita Acara rapat

yang berisi
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a. mater; Rancangan Peraturan Desa yang
dibahas;
daftar hadir  pcserta rapat;
c. pokok-pokok hasil pembicaraan peserta
rapat
Herita Acara Rapat ditandatangani oleh  Ketua
BPD.
BAB V¥

PELAKSANAAN PEF.ATURAN DESA

Pa.sal 10
licla.ksaiia Pera.tu.ran Desa adalah "lmcrintah
Desa.
Dalam m~laksanakan Peraturan Dcsa: Kepala
Desa dApat menetapkan Keputusan ~~pala  Desa.
BAB VI

PI:NGAW/'SAN PEL! ,KSANA/\N PER-TURAN DESfa.
Pas?! J

Pengawa~an atHs pelaksanaan Peraturan D~sa
cilakukan oleh BPD

Untuk pengawasan represif maka setiap  Peratu-
ran Desa  dan ctau Keputusar. Kepala Desa
harus dilaporkan kepada Bupati selambat-

lambatnya 14 [ Empat belas | hari sejak

ditetapkannya Peraturan Desa dan atau
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Keputusan Kepala Desa tersebut dengan
tembusan Camat,

Pasal 12
Perat~ran D~sa dan Keputusan Kepala Desa
y~ng bertcntangan dcngan  ketentuan Pasal 4

dé&pat dibatalk~n oleh Bupati.

~E')Ui:VS-3.1] pembatalan Peraturan Desa dan
Keputusan K~pala Desa sebagaimana dinak sut
'y} di~critahukan kcpada Kepala Desa
Kar.~a D.st jan atau BPD yang kebcratan
terhadap pcmbatalan Peraturan Desa dan atau
Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud
~yat (2) dapat mengajukan keberatan kepada
D~pati scl!ambat-lambatnya 14 | Empat belas ]
hari setetah diterimanya Surat Keputusan
pembatalan tersebut dengan menyebutkan

alasan-alasannya,

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana
dimaksud ayat (3 tetap ditolak, maka Kepala
Desa dan BPD dapat menyusun kembali Peratu-
ran Desa dimaksud sesuai Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku

BAB VI I

KETENTUAN PERALTHAN



Pasa 1 13
(!~ Kepu:usan nesn yang ada pada saat berlal.unya
"'crcituresi Doerah ir,~ ~1-yuolian te:t: Cer-
latu scpanjang tid~k Le~t~ntang2~ dengan "

Pcraturan Daerlh ini.

1) eputusan Desa vyang berrentangan den gan !
PerAturan Daerah ini,da'am  wak~u selamc~t-
[ amb at nva 6 ( Enam bulan ) seiak dil;:,mrr(
kanny a Peraturan Daerah ini dinyatakan : :~l.:
herlaku.
B/-b Vii ;

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14
H—~I-hal yang belumn diatur dalam Pe raturan Dacr-.:1

in; akan diatur lebih teniut olch Bu pati s o par»
jong menx cnai pe laksaoaannya

Peraturan  Daerah ini mulai berlaku rada  ta~bgal
diundangtan.

A~Ar setiap orang dapat = meng~tahuioya memerin-
tahtan  pengundangan Peraturan Dacrah ini dengan
pcnempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Rembang.



Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 30 Oktober 2GO01

BUPAT I REMBANG

HENDATILSONDO
»;ur,dangkal” di Rembang
--da  tanggal 6 Nopember 2001

REMBANG

H. NOE RANT O, SH, MM

Pembina Utama ~adya
Y~ 500 OLO 991

M/ A -fi;. A1 KABUP.ATDi REMi3M'.-2  TAH.Ji~ 21,0 1
NOMOR i 5
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAER.AH KABUPATEN REM!3ANG
NOMOR 15 7AHUN 200!

TENT ANG !
PERATUR..N DESA

D3'am mngka penyelengg~raan Pemerln-
~Arlrr, n.sa serta rfer:~erikc.n kepastian hu kur:
~~.13 U y g i t o i ... i ta;
"t:SA- Ir~a~-2. K(:h:.lakrr Ptmf~rinLah ~~ tlhua~2-
kan daian Pe:Lu-an Oe & Kebijcken ~'era~-~n-
tah Dtsa :3mg dituangkar, dalJam Pera.twan Ik~
qal tc  scgalt ~<ua~u yang 'ilen: .el~:d<at ke!shn~-
tingan umurn masyarakat Dcsa dan sesuatu yang
menimbulkan beban ~agi keuangan  Desa. Dalam
pemhuntan Peraturan De~a, Pemerintah Des~
harus memperha:iten asjirasi masyaraka: D-~sr,
yang bersang~utan sehingga kebijakan tersebut

beocar-benar mencerminkan keinginan masyara-
kat.

Berdasarkan Pasal 5l Keputusan Menteri
Daiam Negeri  Ncmor 64 Tahun 1999 ditetapkan
bahwa Pengaturan lebih  lanjut  mengenai Perat- a
uran Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bahwa  untuk maksud tersebut diatas
perlu menyusun dan menetapkan Peraturan
Daerah tentang Peraturan Desa.

PASAL DEMI PASAL
Pas al 1
Cukup jel~s
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Pas al 2
Cukup jelas
PZsal 3
Cukup jelas
Pas al 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas
liu ruf -~
cutup jelas
Huruf c
Tckoh Masyarakat adaiah Pimpiné&n
Organisasi Sosial  Politik, Pimpi-
nan Golongan  Profesi dan Pimpinan
Orgé&~isasi Sosial Kemasyarakatan.
Le~baga M~syaratEt Desa adalah
Lembaga vyang dibentuk berdasarkan
pe~2-tur~n perundang-undangan.
(2!
CitHu ielas
Sl UL O IV
laset 7
Ct:tup jelas
Lysr o~
ClLit;.) jelas
AyF.. {})
a. disetuiui 4 (empat) orang dari b
(lima) atau 7 (tujuh) anggota BPD

->ang hadir.



b. disetujul 5 (lima) orang

dari 6

(er.am) atau 7 (tujuhl anggota BPD

yang rindi r .
¢, dHi:sctujuj ferrm) cracg
R N - R

i~elr~gn atau 13 +tig~
~nggo~a Fi: y~rg t~di: .

(sembii&n) mengg~naka~

Cllkup jcias
Ay at (5}
Cukup jelas
Ay at (6)
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup je !as
Pas al 9
Cukup jelas
Pas al 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup Jjelas
Pas al 14
Cukup Jjelas
Pasal 15
Cukup Jjelas

TAMBAHAN L.Svi3BARAN  DAERAH KABUPATEN
NOMOR 8

ru~u~a~

REMBANG



